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ABSTRACT

This study examines the use of chemical substances from the perspective of *maqasid al-shari‘ah®, focusing on the
principles of safety (*hifz al-nafs*, protection of life) and public welfare (*masiahah*). The rapid expansion of
chemical utilization in industry, education, and daily life has generated ethical and legal challenges, particularly
concerning potential risks to'human health and the environment. This research employs a normative legal approach
through a comprehensive literature review of primary sources of Islamic law (the Qur’an,-Sunnah, ijma’, and qiyas),
as well as contemporary figh studies and maqasid theory as the main analytical framework. The findings indicate
that Islamic law.strongly mandates the protection of life and the promotion of human welfare through the principle
of *la darar wa la dirar* (no harm and no reciprocating harm) and the application of *sadd al-dhara’i “* (blocking
the means to harm) in regulating hazardous chemical practices. The maqasid approach provides a normative
foundation requiring that any use of chemical substances must fulfill criteria of safety, benefit, and the prevention
of significant harm. In the context of modern regulation and practice, maqasid principles can serve as ethical and
legal guidelines for evaluating policies related to the production, distribution, and utilization of chemical substances.
This study contributes to an integrative understanding between science and Islamic law while offering practical
recommendations for policymakers, educators, and practitioners from a shari‘ah perspective. The implications of
this research are relevant to the development of regulatory frameworks oriented toward the protection of human life
and environmental sustainability.
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PENDAHULUAN Namun demikian, di balik manfaat
Perkembangan ilmu pengetahuan dan tersebut, penggunaan bahan kimia juga
teknologi * modern  telah  membawa menyimpan potensi risiko yang tidak kecil.
perubahan signifikan dalam pola interaksi Kasus pencemaran lingkungan, keracunan
manusia dengan alam dan berbagai unsur akibat paparan zat berbahaya, limbah industri
material yang terkandung di dalamnya. yang merusak ekosistem; serta dampak
Salah satu wujud paling nyata dari kesehatan jangka panjang menjadi bukti
perkembangan tersebut adalah bahwa pemanfaatan bahan kimia tanpa
meningkatnya produksi dan penggunaan pengelolaan yang tepat dapat menimbulkan
bahan kimia dalam berbagai  sektor kemudaratan = serius bagi manusia dan
kehidupan, mulai dari industri manufaktur, lingkungan. Realitas ini menunjukkan adanya
farmasi, pertanian, energi, pendidikan, dilema antara kebutuhan akan kemajuan
hingga kebutuhan rumah tangga. Bahan teknologi  dan  tuntutan  perlindungan
kimia berperan penting dalam meningkatkan keselamatan publik. Dalam konteks ini, aspek
kualitas hidup manusia, mempercepat regulasi dan etika menjadi sangat penting agar
pertumbuhan ekonomi, serta mendukung penggunaan bahan kimia tidak hanya
inovasi teknologi. Produk-produk seperti berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi
obat-obatan, pupuk, pestisida, bahan bakar, juga mempertimbangkan aspek keselamatan,
plastik, kosmetik, dan deterjen merupakan keadilan, dan keberlanjutan.

hasil rekayasa kimia yang memberikan Hukum Islam (syari‘ah) sebagai
manfaat  besar  bagi  kesejahteraan sistem  normatif ~ yang  komprehensif
masyarakat. sesungguhnya telah meletakkan prinsip-

prinsip dasar yang relevan dalam menjawab
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persoalan tersebut. Di antara prinsip utama
dalam syari‘ah adalah perlindungan terhadap
jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap
harta  (hifz al-mal), serta realisasi
kemaslahatan umum (maslahah). Prinsip-
prinsip tersebut terformulasi secara sistematis
dalam konsep maqasid al-syari‘ah, yaitu
tujuan-tujuan utama ditetapkannya hukum
Islam. Melalui pendekatan magqasid, setiap
aktivitas manusia—including penggunaan
dan produksi bahan kimia—harus diukur
berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut
membawa manfaat dan mencegah kerusakan
(mafsadah). Kaidah.fikih seperti 12 darar wa
la dirar (tidak -boleh membahayakan diri
sendiri maupun orang lain) serta prinsip sadd
al-zara’i‘, (menutup jalan menuju kerusakan)
semakin menegaskan bahwa Islam memiliki
landasan normatif yang kuat dalam mengatur
praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan
bahaya.

Meskipun demikian, Kkajian yang
secara  khusus mengintegrasikan  isu
penggunaan bahan kimia dengan analisis
maqasid al-syari‘ah masih relatif terbatas.
Sebagian besar diskursus hukum Islam lebih
banyak berfokus pada persoalan ibadah,
muamalah klasik, atau isu-isu sosial tertentu,
sementara perkembangan sains modern,
termasuk kimia, belum banyak dielaborasi
secara mendalam dalam perspektif hukum
Islam  kontemporer. .Oleh karena itu,
diperlukan kajian yang bersifat integratif dan
aplikatif ~ untuk  menjembatani  antara
perkembangan ilmu kimia dengan prinsip-
prinsip normatif syari‘ah, sehingga dapat
dirumuskan landasan etika dan hukum yang
relevan dengan tantangan zaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut,
penelitian ini diarahkan untuk menjawab
pertanyaan pokok mengenai bagaimana
prinsip maqasid al-syari‘ah menerangkan
penggunaan bahan kimia dalam perspektif
hukum Islam, serta bagaimana implikasi
hukum Islam terhadap praktik penggunaan
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bahan kimia yang berpotensi membahayakan
kehidupan manusia dan lingkungan. Dengan
demikian, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis konsep magqasid al-syari‘ah
dalam kaitannya dengan penggunaan bahan
Kimia serta memperkuat dasar hukum dan
etika Islam  sebagai pijakan dalam
merumuskan kebijakan penggunaan bahan
kimia yang aman, bertanggung jawab, dan
berorientasi pada kemaslahatan.

Adapun kegunaan penelitian ini
bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis,
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
khazanah kajian hukumIslam kontemporer,
khususnya dalam bidang fikih.lingkungan dan
etika sains. Secara praktis, hasil penelitian ini
dapat menjadi rujukan bagi akademisi,
pembuat kebijakan, lembaga regulasi,
pendidik, serta praktisi di bidang kimia dan
industri dalam merumuskan kebijakan dan
praktik penggunaan bahan kimia yang selaras
dengan  prinsip-prinsip  syari‘ah  serta
menjamin keselamatan dan kesejahteraan
masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif (library -research) yang
berfokus pada kajian terhadap norma-norma
hukum Islam dan literaturilmiah yang relevan
dengan tema penggunaan bahan kimia dalam
perspektif -magasid al-syari‘ah. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan mawdii 7
(tematik), yaitu dengan menghimpun dan
menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an, hadis
Nabi, serta prinsip-prinsip ushul figh yang
berkaitan  dengan  perlindungan  jiwa,
pencegahan bahaya, dan kemaslahatan umum.
Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya
menelaah teks secara parsial, tetapi
mengintegrasikannya dalam satu tema besar,
yakni regulasi etis dan hukum terhadap
penggunaan bahan kimia.

Sumber data dalam penelitian ini

terdiri atas bahan hukum primer dan
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sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-
Qur’an dan As-Sunah sebagai sumber utama
hukum Islam, serta kaidah-kaidah ushul figh
seperti la darar wa la dirar (tidak boleh
menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling

membahayakan) dan prinsip sadd al-zara’i‘

(menutup jalan menuju kerusakan). Prinsip-
prinsip tersebut dianalisis untuk menemukan
landasan normatif yang dapat diterapkan pada
isu penggunaan bahan kimia yang berpotensi

menimbulkan risiko bagi manusia dan
lingkungan.

Selain itu, penelitian ini  juga
memanfaatkan literatur akademik dan

interdisipliner, baik dalam bidang hukum
Islam, maqasid al-syari‘ah, etika sains,
maupun ilmu Kimia dan regulasi lingkungan.
Literatur  tersebut  digunakan  untuk
memperkaya perspektif analisis  serta
membangun dialog antara norma syari‘ah dan
realitas praktik penggunaan bahan kimia di
era modern.

Tahap akhir penelitian dilakukan
melalui analisis normatif, yaitu dengan
membandingkan prinsip-prinsip hukum Islam
dengan praktik aktual penggunaan bahan
kimia serta kebijakan regulatif yang berlaku.
Melalui analisis ini, penelitian berupaya
merumuskan kesesuaian, potensi penguatan,
serta rekomendasi normatif berdasarkan
tujuan-tujuan syari‘ah (magasid al-syari ‘ah)
dalam rangka menjamin keamanan dan
kemaslahatan masyarakat. -
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
A.Prinsip Magqasid al-Syari‘ah dalam

Konteks Bahan Kimia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penggunaan bahan kimia dalam perspektif
hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari
kerangka besar maqasid al-syari‘ah sebagai
tujuan utama ditetapkannya hukum. Di antara
lima tujuan pokok syari‘ah (al-dartiriyyat al-
khams), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-
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nafs) dan perlindungan terhadap harta (hifz al-
mal) menjadi sangat relevan dalam konteks
penggunaan bahan kimia. Prinsip maslahah
berfungsi sebagai parameter normatif untuk
menilai apakah suatu aktivitas produksi,
distribusi, dan penggunaan bahan kimia
membawa manfaat yang lebih besar
dibandingkan potensi mudaratnya. Dalam
perspektif maqasid, suatu tindakan tidak
hanya dinilai dari kebolehannya secara
tekstual, tetapi juga dari dampak riil yang
ditimbulkannya terhadap kehidupan manusia
dan keberlangsungan lingkungan.

Prinsip 12 darar wa 12 dirar (tidak boleh
membahayakan diri sendiri dan orang lain)
menjadi fondasi etis yang sangat kuat dalam
menilai penggunaan bahan kimia. Setiap
bahan kimia yang berpotensi menimbulkan
keracunan, pencemaran, atau gangguan
kesehatan jangka panjang harus dikaji secara
cermat sebelum digunakan secara luas. Oleh
karena itu, penggunaan bahan kimia hanya
dapat dibenarkan apabila terdapat manfaat
yang nyata, terukur, dan lebih dominan
daripada potensi bahayanya. Dalam kerangka
ini, magqgasid juga dapat diperluas pada
perlindungan lingkungan (hifz al-bi’ah)
sebagai bagian dari perluasan konseptual
perlindungan jiwa dan keturunan (hifz al-
nasl), mengingat kerusakan lingkungan pada
akhirnya  berdampak: langsung pada
keberlangsungan hidup manusia. Dengan

demikian, maqasid al-syari‘ah memberikan

kerangka evaluatif yang komprehensif
terhadap praktik kimia modern.

B. Norma Hukum dalam Islam terkait
Bahan Berbahaya
Penelitian ini juga menemukan bahwa
prinsip sadd al-zara’i‘ (menutup jalan menuju
kerusakan) memiliki relevansi signifikan
dalam pengaturan bahan kimia berbahaya.
Dalam ushul figh, suatu perbuatan yang pada

dasarnya mubah dapat berubah hukumnya
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menjadi terlarang apabila berpotensi kuat
mengantarkan kepada kerusakan yang lebih
besar. Produksi dan distribusi bahan kimia
berbahaya tanpa standar keamanan yang
memadai termasuk dalam kategori tindakan
yang membuka pintu kerusakan (fath al-
zari‘ah ila al-mafsadah). Oleh sebab itu,
syari‘ah menghendaki adanya pembatasan,
pengawasan, bahkan pelarangan apabila
risiko yang ditimbulkan melebihi manfaatnya.
Dalam konteks ini, tanggung jawab
tidak hanya berada pada individu pengguna,
tetapi juga pada produsen, distributor, dan
negara sebagai pemegang otoritas publik.
Produsen dan-pengguna bahan kimia wajib
mengadopsi standar keamanan yang ketat,
transparansi informasi, serta mekanisme
mitigasi risiko yang efektif. Negara, sebagai
representasi  otoritas  kolektif, memiliki
kewajiban  menetapkan regulasi  yang
mencegah praktik berbahaya, baik dalam
bentuk pelarangan mutlak (tahrim) maupun
pembatasan bersyarat (tahrim bi syart). Hal
ini sejalan.dengan prinsip tasarruf al-imam
‘ala al-ra‘iyyah manttun bi al-maslahah,
yakni kebijakan pemerintah harus selalu
berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Dengan demikian, norma hukum Islam
memberikan dasar legitimasi yang kuat bagi
regulasi ketat terhadap bahan kimia yang
berisiko tinggi.
C. Model Kebijakan Berbasis Maqasid
Berdasarkan analisis maqasid, model
kebijakan penggunaan bahan kimia yang ideal
harus bertumpu pada tiga pilar utama.
Pertama, evaluasi risiko formal yang
komprehensif dengan menjadikan prinsip
keselamatan sebagai prioritas utama. Dalam
perspektif syari‘ah, pencegahan bahaya (dar’
al-mafasid) harus didahulukan daripada
perolehan manfaat (jalb al-masalih) apabila
keduanya berpotensi bertentangan. Oleh
karena itu, setiap kebijakan terkait bahan
kimia perlu didasarkan pada analisis ilmiah
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yang ketat, uji keamanan, serta pengawasan
berkelanjutan.

Kedua, standardisasi syariah dalam
bentuk regulasi yang memperhatikan
kemaslahatan umum tanpa menimbulkan
mudarat kolektif. Hal ini mencakup sertifikasi
keamanan, pembatasan penggunaan bahan
tertentu, dan penerapan prinsip kehati-hatian
(precautionary principle) yang selaras dengan
nilai-nilai  Islam. Ketiga, edukasi dan
peningkatan  kepatuhan masyarakat melalui
pendekatan etika Islam. Pendidikan mengenai
bahaya bahan kimia dan tanggung jawab
moral penggunaannya harus menjadi bagian
dari kesadaran kolektif, sehingga aspek
hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi
juga preventif dan edukatif. Model kebijakan
berbasis maqasid ini memungkinkan integrasi
antara pendekatan ilmiah dan normatif secara
harmonis. :

D. Perbandingan dengan Hukum Positif
Modern

Dalam perbandingan dengan hukum
positif modern, ditemukan adanya titik temu
yang signifikan antara hukum Islam dan
sistem regulasi kontemporer. Keduanya
memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi
masyarakat dari risiko dan bahaya yang
ditimbulkan oleh penggunaan bahan kimia.
Regulasi modern, seperti.standar keselamatan
industri  dan perlindungan  lingkungan,
menekankan prinsip tanggung jawab, kehati-
hatian, dan perlindungan publik. Nilai-nilai
tersebut sejatinya sejalan dengan prinsip hifz
al-nafs dan maslahah dalam maqasid al-
syari‘ah.

Namun demikian, maqasid
memberikan dimensi tambahan yang bersifat
teleologis dan transendental. Jika hukum
positif modern cenderung bersifat pragmatis
dan berbasis pada rasionalitas instrumental,
maka hukum Islam menempatkan regulasi
dalam kerangka tujuan ilahiah yang lebih
luas, yaitu menjaga keseimbangan kehidupan
dan mewujudkan keadilan sebagai bagian dari
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amanah manusia sebagai khalifah di bumi.
Dengan demikian, maqasid al-syari‘ah tidak
hanya memperkuat legitimasi moral regulasi
modern, tetapi juga memberikan orientasi etis
yang lebih mendalam dan berkelanjutan.
Integrasi  antara  keduanya  berpotensi
melahirkan sistem regulasi penggunaan bahan
kimia yang tidak hanya efektif secara teknis,
tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

PENUTUP
Kesimpulan

Prinsip magqasid al-syart‘ah
memberikan fandasan normatif yang kuat
dalam  mengevaluasi dan  mengatur
penggunaan bahan kimia, khususnya dalam
konteks perlindungan jiwa (kifz al-nafs) dan
realisasi kemaslahatan masyarakat (masla/zah
‘ammah). Setiap aktivitas produksi, distribusi,
maupun - pemanfaatan bahan kimia harus
diukur berdasarkan sejaun mana aktivitas
tersebut menjaga keselamatan manusia dan
tidak menimbulkan dampak destruktif bagi
kehidupan sosial maupun lingkungan. Dalam
kerangka ini, hukum Islam secara tegas
menekankan pentingnya pencegahan bahaya
melalui kaidah -la darar wa la dirar, yang
melarang segala - bentuk tindakan yang
membahayakan diri sendiri maupun orang
lain.

Selain itu, prinsip -sadd al-zara’i
menuntut agar segala jalan yang berpdtenéi
mengarah pada kerusakan ditutup sejak awal,
termasuk praktik penggunaan bahan kimia
berbahaya tanpa pengawasan dan standar
keamanan yang memadai. Oleh karena itu,
setiap kebijakan terkait penggunaan bahan
kimia harus selaras dengan tujuan-tujuan
syari‘ah yang menempatkan keselamatan dan
kemaslahatan sebagai prioritas utama. Dalam
konteks modern, regulasi kontemporer dapat
mengambil inspirasi dari kerangka magasid
untuk merumuskan standar etika dan hukum
yang lebih komprehensif, tidak hanya
berorientasi pada aspek teknis dan ekonomis,
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tetapi juga pada tanggung jawab moral dan
keberlanjutan lingkungan. Integrasi nilai-nilai
maqasid ke dalam sistem regulasi akan
memperkuat perlindungan terhadap manusia
dan alam sekaligus menghadirkan dimensi
etis-spiritual dalam tata kelola penggunaan
bahan kimia.
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